
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALTIKU UTARA

PTRATURAN BUPATI HALMATIERA BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2A22

TENTANG

RtlscAIvA KER.TA PEMBANGUNAIT DAERAH (RrIPDl
KABUPATEIT HALMAHERA BARAT

TAIIU$ 2A2A

DENGAN RAHIVIAT TUTIAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahu,a untuk melaksalakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
trvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemtrangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perutrahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perh-r mengatur Rencana Kerja Pemerintah
l)aerah Tahun 2A23 dalam Peraturan Bupati;

b. bahw,a berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daeratr
(RKPD) Kabupaten Flalmahera Barat Tahun 2423.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 'lahun 1958 tentang Penetaparl Untlang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat tr

Maluku Utara menjadi Undang-undang {Lembaran Negara RI Tahun 1958
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);

2" Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru clan Katrupaten Maluku Tenggara l3arat,
Sebagaimana Telah Ifiubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 20OO;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten l{aimahera Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di
Propinsi Maluku Utara {t,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a26al;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahurl 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tairun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a286);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanann
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor LA4,
Tamtrahan lembaran Negara RI Nornor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2O04 tentang Perimbangan Keuangan nntara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {LemLraran Negara Ri Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negnra RI Nomor aa3$;
Undang-undang Nomor L'2 Tahun 2011 tentang Pemtrentukan Peraturar"r

Perundartg-undangan;
undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 t.entang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penl'usunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomot 2I, Tambahan lembaran
Negara RI Nomor 4817\;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor a577j;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaart Keualgan

Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2AL4 tentang Pedoman
PenSrusunan, Pengendalian dal Evaluasi Rencana Kerja PembangUnan
Daerah Tahun 2AL6;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2Al7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalin dan Bvaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evatuasi Rencana Peraturan Darah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I2A Tahun 2018
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2O20 tentang
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2O2A tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Mahftu Utara
Tahun 2A2A - 2024;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Flalmahera Barat Notnor 5 Tahun 2012 tentang
Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

18. Peratura:r Daerah Kal:upaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Fembentukan dan Susunan Perangkat Ifaerah Kabupaten }{almahera Barat;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2A2L tf*ntarrg
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kairupaten
Halmahera Bar"at.

2O. Pera11rran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDi Kab. Halmahera
Barat Tahun 202I-2026.

Memperhatikan : Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPJPD 2OO5-

2025) Kabupaten }{almahera Barat.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TtrNTANG RBNCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAtrRAH {RKPD} KABUPATEN HALMAFIERA BARAT TAHUN 2423

6.

7.

8.
q.

L2.

1-I.J.

tentang

Pedoman

Menetapkan
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BAB I
KETBNTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah atlalah Kabupaten Halmahera Barat;

b, Pemerintah Daerah acialah Penyelenggafaan urusan Pemerintah oleh Pemerinl"ah Daerah

dan DPRD menun-rt azas OtOnOmi daerah rlan tugas pembantual dengan prinsip l"legara

Kasatuan Republik Indonesia sebagaimana climaksud dalam Undang-undang Dasar

Negara Republik Indouesia Tahun 1945;

c" pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelengga-ra pernerintah daerah ;

d. Kepala Daerah adalah tsupati Halmahera Barat;

e" Dervan Perwakilan Rakyat Daerah, yang seianjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah;
I Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat sKPD adalah Perangkat

Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna arrggaranibar'ar:g

yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

g. Barlan Perencanaan, Penelitian rian Pengembangan l)aerah, Yang selanjutnya disingkat

dengan BP3D acialah Unsur perencana penyelengga"raan pemerintahan -Yang

melaksanakan tugas dan mengkoorclinasikan penyusunan, pengenrlalian' dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan ciaerah r1i Kabupaten Halmahera Barat;

h. Rencana Pembangunan .Iangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RRII\{l)

adalalrdokumenperencanaanKabupat-enHalmaher:aBaratTahun202l.2026yang
memuat visi, misi, dan program kepala daerah;

i.RencanaStrategisSKPDyangselanjutnyariisingkatdengan
dokumenperencanaanSKPDurrtukperiode)o2l-2a26yarlg
program kerja SKPD;

j. Renca-na Kerja PemLrangunan f)aerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah clokumen

perencanaan daerah untuk periode I {satu) tahun yakni tahun 2023 atau disebut dengan

Rencana Pernbangunan Tahunan Daerah;

k. Rencana Kerja SKPD yang seianjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumetr

Ferencanao-r, SLpO untuk periode I (satu) tahun yakni tahun 2A23;

i. Anggzu-an Pendapatan dan Belanja Daerah verng selaniutnYa disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan y..rg iinunas <lan clisetujui bersama oleh Pemerintah ffaerah

dan DPRD, dal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

m" Visi adalah rurnusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

n. X^:::T:;ffi'r,r*r*u. umum mengenai upaya-upaya vans akan rlilaksanakan untuk

mewujudkan visi;
o. Strategi adalah langkah-langkah tlerisikan program-prograrn indikatif untuk mewujudkan

visi dan misi;
p. Kebijakan adatah arahltindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapal

tujuan;

Renstra SKPD adalah
memuat visi, misi, dan
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q. program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau iebih kegiatan yarg
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tqjua::

serta untuk memperoleh alokasi ang{laran.

BAB II
RENCANA KtrRJA PBMERINTAH DAtrRAH

Pasal 2

RKpD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupat-en Halmahera Barat

rlalam jangka u,aktu 1 (satu) tahun, yakni tahun 2O23 yang disusun dengan sistematika

setragai berikut :

BAB I

BAB II

BAB iII
BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB \TII

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

KtrRANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAtrRAT{

SASARAN DAN PRIORTTAS PtrMBANGUNAN DAtrRAH

RtrNCANA KtrRJA DAN PT'NDANAAN DABRAH

KI NtrRJA PtrNYELE NC} GARAAN PtrM trRI NTAHAN DAERAH

PENUTUP

{U

Pasal 3

RKpD sebagaimana climaksud pada Pasal 2 merupakan penjatlaran dari RPJMD

Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2A2l-2026 yang berisi kerangka ekonomi daerah,

program prioritas pembangunan claerah, rencelna kerja dan pendanaannya serta

prakiraan maju dengan mempertimbzurgkan kerangka pendanaan dan pagu inclikatif, baik

yang trersumber ciari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.
penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat

dan pencapaian keadilan vang berkesinambungan dan berkelaljutan.
Uraiap lengkap RKPD sebagaimana tercantum pada lampiran J.ang merupakan bagian

yang ti<lak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4

RKpD sebagaimana dimaksu<l parla Pasal 2, digunakan seLragai perloman unt.uk

rnen-yusun ,lok.r*.r, kebijakan umum APBD, penetapan plafon anggaran sementara APBI)

rlar-r rancangan APBD Tahun Anggaran 2A23.
Seluruh pemangku kepentingan/stakeholder, terutama unsllr penyelenggara

pemerinta.han daerah herkewaj iban rnelaksanakan RKPD'
beluruh Kepala SKPD berkewajiban melaksanakan prioritas program dan kegiat.an

pembangunan yang tertuang dalam RKPD sesttai dengan tugas pokok dan fungsinya-

t21

i3l

{i)

{2t

{3}

d.
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BAB III
PtrNGtrNDALIAN DAN trVALUASI

Pasal 5

{li Bupati melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD.

t2) PengendzLlian dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaannya
clilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengemtrangan Daerah untuk
keseluruhan RKPD, sedangkan oleh Kepaia SKPD untuk program dan/atau kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan lhngsinya.

{3} Pengendalian oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
meliputi pemantauan/monitoring, supervisi dan lindaklanjut penl.impangan terhadap
pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan
daerah"

t4) Pemantauan/monitoring pelaksanaan program danlatau kegiatan oleh Kepala SKPIf
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan
elana dan kendala yeurg dihadapi.

t5) Hasil pemantauan pelaksanaar program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud parla
avat {4) disusun dalam bentuk laporan trir.vulan untuk disampaikan kepada Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

t6) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil
pemantauan dan supervisi rencana pembangunan setiap triwulan kepada Bupati, disertai
dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 6

{1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap RKPD.

i2) trvaluasi sebagaimana dimaksud dala ayat i1) meliputi evaluasi terhadap kefiijakan
perencanaan, penganggaran, peiaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD.

{3i trvaluasi oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daera.h untuk keseluruhan
pelaksanaan RKPD dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD.

{4} Evaluasi oleh Evaluasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah meliputi penilaian terhadap seluruh proses perumusan prioritas dan pelaksarlaan
program kegiatan pembangunan; dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil
evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

{5} Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan ayat (3} menjadi bahan bagi
penyusunan rencana pembanguflan daerah untuk periode berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

F{al-hal lain yang belum diatur sepaljang teknis pelaksanaanya, akan diatur leLrih lanjut
dengan Keputusan Bupati.
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BAB V
PENUTUP

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai trerlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di :

Padatanggal :

Jailolo
ob JuLi 2022

BUPATI H RA BARA'I"

JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : oC J\rLt 20'2'2

StrKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

MUHAMM" SYAIIRIL ABDUL RADJAK

RBRITA DAERAH KAEIUFIATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOLI 93

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian I{ukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Ass Bid Pemb. & Eko

Hukum & Orgs

Pembina IVla
730128 200604 1 009

&


